MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177 /PMK.02/2021
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN

Menimbang

Mengingat

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil
yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan

Informatika;

1. Pasal 17 avat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahup 2008  tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

e
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
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https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/9TAHUN2018UU.pdf

Menetapkan :

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahup 2020 tentang

Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

5.  Peraturap Presiden Nomor 57 Tabup 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat
volatil berlaku pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika meliputi penerimaan bidang teknologi
informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang
komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi yang
berasal dari:
a. penyelenggaraan pelatihan;
b. penyeienggaraan pelatihan praktik kerja industri

siswa; dan

c. penyelenggaraan uji kompetensi.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):
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a. huruf a dibagi atas 4 (empat) tingkat, yaitu tingkat
dasar, tingkat menengah, tingkat mahir, dan
nontingkat dan dilaksanakan dengan metode
luring, daring, atau kombinasi;

b. huruf ¢ dibagi menjadi 7 (tujuh) tingkat, yaitu
tingkat 1 sampai dengan tingkat 7 dan
dilaksanakan dengan metode luring atau daring.

Penentuan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. |

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dilaksanakan dengan metode luring tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yang dilaksanakan dengan metode

daring atau kombinasi, dikenakan tarif dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Metode daring dikenakan tarif sebesar 80% dari
tarif metode luring sebagaimana dimaksud pada
ayat (4);

b. Metode kombinasi dikenakan tarif sebesar 85%
dari tarif metode luring sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Dalam hal jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c¢ yang dilaksanakan dengan metode

daring dikenakan tarif sebesar 80% dari tarif metode

luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 2
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selain
yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini

dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja
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sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar nilai nominal yang tercantum dalam

perjanjian kerja sama.

Pasal 3

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak
termasuk  biaya  konsumsi, akomodasi, dan
transportasi.

Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil
yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0O,00
(nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif
sampai dengan RpO0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. |

Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

jdih.kemenkeu.go.iéﬁ



Pasal 5
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib

disetor ke Kas Negara.
Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1331

~Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
b,

Plt. Kepala Bagian inistrasi Kementerian

ANDRIA SYAHCA
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LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  177/PMK.02/2021 :

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFA?T VOLATIL YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA | '

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN SATUAN TARIF
- PAJAK |

PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI, BIDANG INFORMATIKA,
BIDANG KOMUNIKASI, DAN/ATAU
BIDANG TELEKOMUNIKASI YANG

| DILAKSANAKAN DENGAN METODE

LURING _

A. Tingkat Dasar Per Peserta ' Rp 39.000,00

v Per Jam Pelatihan

B. Tingkat Menengah Per Peserta 'Rp 46.000,00
Per Jam Pelatihan |

C. Tingkat Mahir Per Peserta Rp 56.000,00

' Per Jam Pelatihan | :

D. Nontingkat ' Per Peserta ' Rp 46.000,00
Per Jam Pelatihan |

PENYELENGGARAAN PELATIHAN Per Peserta ' Rp 850.000,00

PRAKTIK KERJA INDUSTRI SISWA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI, BIDANG INFORMATIKA,
BIDANG KOMUNIKASI, DAN/ATAU
BIDANG TELEKOMUNIKASI

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI J
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI, BIDANG INFORMATIKA,
BIDANG KOMUNIKASI, DAN/ATAU
BIDANG TELEKOMUNIKASI DENGAN

| METODE LURING

A. Tingkat 1 Per Peserta ‘;Rp 700.000,00
B. Tingkat 2 | Per Peserta | Rp 950.000,00
C. Tingkat 3 | Per Peserta ‘Rp 1.200.000,00
D. Tingkat 4 Per Peserta | Rp 1.450.000,00
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No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN SATUAN TARIF
PAJAK
E. Tingkat 5 Per Peserta Rp 1.700.000,00
F. Tingkat 6 Per Peserta Rp 1.950.000,00
G. Tingkat 7

Per Peserta | Rp 2.200.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

- Plt. Kepala Bagian ﬁdfninistrasi Kementerian

RIAFSYAH (N
NIP 0213 199703 1 001
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